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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 2025 dapat disusun. Dokumen ini 

merupakan bentuk komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan prinsip 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan disusun sebagai 

penjabaran dari rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah, serta 

menjadi dasar dalam pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Mimika dalam memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat. Melalui dokumen ini ditetapkan target 

kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2025. 

Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya 

ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kerja sama, komitmen, 

dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah 

maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, Perjanjian 

Kinerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. 

Akhirnya, kami berharap dokumen Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi 

instrumen pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kinerja organisasi dalam 

mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan 

berkualitas di Kabupaten Mimika. 

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga ALLAH SWT selalu 

memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin. 

 

 

Timika, 30 Januari 2025 

 

KEPALA DINAS  

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN MIMIKA 

 

SLAMET SUTEJO, S.STP, M.Si 

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19790104 199810 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja yang terukur. Perjanjian Kinerja menjadi bagian penting dalam 

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai 

bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagai 

perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat ukur keberhasilan kinerja 

organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 

Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target 

kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2025 dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

 

2. Maksud dan Tujuan  

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mimika merupakan dokumen komitmen kinerja antara Kepala Dinas dengan 

Kepala Daerah sebagai bentuk penugasan dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dokumen ini 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan 

sumber daya yang berorientasi pada hasil sesuai dengan tugas dan fungsi 

organisasi. 

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk menetapkan target 

kinerja yang jelas dan terukur sebagai dasar pelaksanaan kegiatan organisasi 
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selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan 

evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil. 

Adapun tujuan Perjanjian Kinerja adalah: 

1. Mewujudkan komitmen bersama dalam pencapaian sasaran strategis Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. 

2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

3. Menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan 

kegiatan melalui indikator kinerja yang terukur. 

4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas 

aparatur, dan pemanfaatan data kependudukan. 

5. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan. 

 

3. Landasan  Hukum 

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mimika Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
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7. RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2029; 

8. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 

2025-2029; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor  7  Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

 

D.  Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Mimika Nomor 4 Tahun 2017 Tentang 

Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg peraturan Daerah Kabupaten Mimika, 

Provinsi Papua : 04/2017). 

1. Tugas dan Fungsi    

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika 

adalah membantu  Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika 

menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut: : 

▪ Penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan 

pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; 

▪ Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan  bidang kependudukan 

dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; 

▪ Pelaksanaan  urusan pemerintahan  dan pelayanan umum urusan 

pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

Kabupaten; 

▪ Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan  

urusan pemerintahan  bidang kependudukan dan catatan sipil yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada kabupaten; 
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▪ pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

▪ pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipl; 

▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya; dan pelaporan hasil kerja. 

 

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil 

Kabupaten Mimika berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A sebagai berikut : 

a. Kepala  Dinas 

Kepala  Dinas  mempunyai tugas : 

▪ Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

kabupaten,  

Kepala  Dinas  mempunyai fungsi sebagai berikut  : 

▪ Penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; 

▪ Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang  kependudukan 

dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; 

▪ Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang  

kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; 

▪ Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelasanaan kegiatan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; 

▪ Pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 
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▪ Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

▪ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya; dan 

▪ Pelaporan hasil kerja 

 

b. Sekretaris 

Sekretaris  mempunyai tugas sebagai berikut: 

▪ Melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalokan kegiatan umum, 

kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : 

▪ Menyusun rencana  kebijakan teknis program pembinaan, 

pemyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum,kepegawaian 

dan administrasi keuangan serta pengendalian kegiatan urusan 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat; 

▪ Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian dan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat; 

▪ Pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan 

administrasi keuangan serta kegiatan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat; 

▪ Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian dan administrasi keuangan serta kegiatan perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat; 

▪ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan perlaporan kegiatan; dan 

▪ Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta pnyiapan bahan 

tindak lanjut penyelesaiannya. 

▪ Membina kegiatan administratif umum dan perlengkapan, keuangan, 

program dan kepegawaian lingkup dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
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▪ Melakukan urusan surat menyurat; 

▪ Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

▪ Menyusun laporan pelaksanaan tugas. 

 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok : 

▪ Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang 

administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah 

tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, kearsipan, serta 

pengelolaan administrasi kepegawaian dinas. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai     berikut : 

▪ Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum  dan Kepegawaian; 

▪ Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan; 

▪ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberi 

petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

▪ Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan 

kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

▪ Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, 

organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, 

perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, 

serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas; 

▪ Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan 

rumah tangga dinas sesuai kebutuhan, anggaran dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang; 

▪ Melakukan inventarisasi barang kekayaan dinas untuk tertib administrasi 

serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat 

digunakan dengan optimal; 
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▪ Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK), nominative pegawai, dan laporan kepegawaian 

lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

▪ Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, 

dan urusan kepegawaian lainnya; 

▪ Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sitem penilaian yang 

tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara 

lisan maupun tulisan; 

▪ Mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 

▪ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya; 

▪ Membuat laporan pelaksanaan tugas. 

 

d. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok : 

▪ Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang 

keuangan. 

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

▪ Menyusun progran kegiatan sub bagian keuangan; 

▪ Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

▪ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberi 

petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

▪ Menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 

keuangan; 

▪ Penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan 

pertaturan perundang-undangan; 
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▪ Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan; 

▪ Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain : 

1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan 

oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA; 

2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan 

Tunjangan Kinerja serta penghasilan lainya yang telah ditetapkan sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran. 

▪ Menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan 

kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran; 

▪ Membuat register SPP, SPM dan SPJ; 

▪ Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan defnitif 

anggaran/kegiatan, register kontrak/SPK, dan daftar realisasi pembayaran 

kontrak; 

▪ Pengarsipan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan 

pengawasan dan pengendalian; 

▪ Mengoreksi surat pertanggungjawaban Bendahara Kegiatan untuk 

menghindari kesalahan; 

▪ Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan anggaran dengan 

membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan 

rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada 

atasan; 

▪ Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang 

keuangan di lingkungan dinas 

▪ Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

▪ Membuat laporan  pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan 

kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara 

lisan maupun  tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

▪ Melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan atasan.  
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e.  Sub Bagian Program  

Sub Bagian Program mempuyai tugas pokok : 

▪ Melaksanakan sebagian penyiapan perumusan kebiajakan teknis, 

pembinaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pengumpulan dan 

penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program kerja. 

Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut: 

▪ Menyusun program  kegiatan Sub Bagian Program; 

▪ Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan; 

▪ Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya dan member 

petunjuk/arahan baik scara lisan maupun etrtulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

▪ Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, monitoring, dan 

evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang 

ditetapkan atasan; 

▪ Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai ketentuan yang berlaku; 

▪ Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan progranm kegiatan dari 

masing-masng Bidang, Seksi-Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan 

ketentuan yang berkalu guna menghindari kesalahan; 

▪ Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

operasional agar diketahui tingkat realisasinya; 

▪ Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Dinas dan menyiapkan bahan 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) 

sesuai dengan indicator-indikator yang telah ditetapkan; 

▪ Menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari 

masing-masing Bidang, Seksi-Seksi dan Sub Bagian sebagai bahan 

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas; 
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▪ Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimabngan kepada Sekretaris baik secara 

lisan maupun  tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

▪ Membuat laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program 

kepada Sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

▪ Melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan atasan. 

 

f. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas  : 

▪ Merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan 

mengevaluasi kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sbb : 

▪ Menyusun rencana dan program kerja; 

▪ Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

▪ Penyusunan regulasi pelayanan pendaftaran penduduk; 

▪ Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk; 

▪ Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

▪ Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

▪ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

▪ Pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

g. Seksi Identitas Penduduk 

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok : 

▪ Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

dalam Identitas Penduduk. 
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Seksi Identitas Penduduk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut  : 

▪ Menyusun program kegiatan Seksi Identitas Penduduk; 

▪ Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Identitas Penduduk; 

▪ Menyiapkan bahan, melayani kegiatan mencatat Biodata, Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga 

(KK); 

▪ Memverifikasi dan memvalidasi biodata dan selanjutya merekam  

kedalam data base kependudukan; 

▪ Menyetujui dan menandatangani Biodata dan selanjutnya merekam 

kedalam database kependudukan; 

▪ Mencatat dan menerbitkan Biodata Penduduk, Kartu tanda Penduduk 

(KTP) dan Kartu Keluarga (KK); 

▪ Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan 

idntitas penduduk; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

▪ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

▪ Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengamblan kebijakan. 

 

h.  Seksi Pindah Datang Penduduk 

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas pokok : 

• Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dalam Pindah Datang Penduduk. 

Seksi Pindah Datang Penduduk menyelenggarakan  fungsi :  

• Menyusun program kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk; 

• Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pindah Datang 

Penduduk; 

• Memverifikasi dan memvalidasi dokumen pindah datang penduduk, 

inter, antar daerah dan antar Negara; 
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• Pencatatan dan penerbitan dokumen pindah datang penduduk inter, 

antar daerah dan antar Negara; 

• Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pembinaan 

dan pengembangan Pindah Datang Penduduk; 

• Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

• melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

 

i. Seksi Pendataan Penduduk 

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas pokok : 

• Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dalam Pendataan Penduduk. 

Seksi Pendataan Penduduk menyelenggarakan  fungsi :  

• Menyusun program kegiatan Seksi Pendataan Penduduk; 

• Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pendataan Penduduk; 

• Menyusun dan merumuskan bahan petunjuk teknis  di bidang pendataan 

penduduk; 

• Melaksanakan pendataan penduduk; 

• Memverifikasi dan memvalidasi data penduduk; 

• Mencatat dan menerbitkan dokumen kependudukan; 

• Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pembinaan 

dan pengembangan Pendataan Penduduk; 

• Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

• melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengamblan kebijakan. 
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j. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok : 

▪ Merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memmantau 

dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil. 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut : 

▪ Menyusun rencana dan program kerja; 

▪ Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelayanan pencatatan 

sipil; 

▪ Penyusunan regulasi pelayanan pendaftaran penduduk; 

▪ Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pencatatan 

sipil; 

▪ Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan pencatatan sipil; 

▪ Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil; 

▪ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

▪ Pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

k. Seksi Kelahiran 

Seksi Kelahiran mempunyai tugas pokok : 

▪ Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pelayanan Pencatatn Sipil dalam 

Seksi Kelahiran. 

Seksi Kelahiran menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut  : 

▪ Menyusun program kegiatan Seksi Kelahiran; 

▪ Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis di bidang seksi Kelahiran; 

▪ Memverifikasi dan memvalidasi berkas kelahiran; 

▪ Pencatatan Register Kelahiran; 

▪ Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; 

▪ Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan 

pengembagan Seksi Kelahiran; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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▪ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

▪ Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengamblan kebijakan. 

 

l.  Seksi Perkawinan dan Perceraian 

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok : 

• Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pelayanan Pencatatn Sipil. 

Seksi Perkawinan dan Perceraian  menyelenggarakan  fungsi :  

• Menyusun program kegiatan Seksi Perkwainan dan Perceraian; 

• Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis perkawinan dan 

perceraian; 

• Memverifikasi dan memvalidasi berkas perkawinan dan perceraian; 

• Pencatatan Register perkawinan dan perceraian; 

• Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Perceraian; 

• Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi perkawinan 

dan perceraian; 

• Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

• melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengamblan kebijakan. 

 

m.  Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

mempunyai tugas pokok : 

• Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.  

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

menyelenggarakan  fungsi :  

• Menyusun program kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan dan Kematian; 
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• Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan dan Kematian; 

• Memverifikasi dan memvalidasi berkas Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan dan Kematian; 

• Pencatatan Register Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 

Kematian; 

• Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 

Kematian; 

• Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Perubahan 

Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; 

• Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

• melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

 

n. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)  

mempunyai tugas  : 

▪ Merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memmantau 

dan mengevaluasi kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan. 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

▪ Menyusun rencana dan program kerja; 

▪ Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan; 

▪ Penyusunan regulasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

▪ Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan; 
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▪ Pelaksanaan dan pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

▪ Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan; 

▪ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

▪ Pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

o. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mempunyai tugas : 

▪ Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dalam sistem informasi administrasi 

kependudukan. 

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  (SIAK) menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut  : 

▪ Menyusun program kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

▪ Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pengelolaan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan; 

▪ Membina dan mengkoordinasikan sistem informasi administrasi 

kependudukan; 

▪ Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

▪ Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

▪ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

▪ Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengamblan kebijakan. 

 

p. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas  : 
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▪ Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dalam pengolahan dan penyajian data. 

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data menyelenggarakan fungsi sbb  : 

▪ Menyusun program kegiatan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; 

▪ Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pengolahan dan 

penyajian data; 

▪ Membina dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data; 

▪ Melaksanakan pengolahan dan penyajian data; 

▪ Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengolahan dan 

penyajian data; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

▪ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan; dan 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengamblan kebijakan. 

 

q.  Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi mempunyai tugas pokok : 

▪ Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dalam Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut  : 

▪ Menyusun program kegiatan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

▪ Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Tata Kelola dan Sumber 

Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

▪ Membina dan mengkoordinasikan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

▪ Membina dan mengawasi kinerja operator; 
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▪ Membina Administrator Database (ADB); 

▪ Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengolahan Tata 

Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

▪ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan; dan 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

 

r. Bidang Pemanfaaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas : 

▪ Merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memmantau 

dan mengevaluasi kegiatan Pemanfaaatan Data dan Inovasi Pelayanan. 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

▪ Menyusun rencana dan program kerja; 

▪ Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pemanfaaatan data 

dan inovasi pelayanan; 

▪ Penyusunan regulasi pemanfaaatan data dan inovasi pelayanan; 

▪ Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaaatan data 

dan inovasi pelayanan; 

▪ Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaaatan data dan inovasi 

pelayanan; 

▪ Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaaatan 

data dan inovasi pelayanan; 

▪ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

▪ Pelaporan pelaksanaan tugas. 

 

s. Seksi Kerja Sama 

Seksi Kerja Sama mempunyai tugas : 
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▪ Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pemanfaaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan dalam kerjasama. 

Seksi Kerja Sama menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut  : 

▪ Menyusun program kegiatan Seksi Kerja Sama; 

▪ Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis kerja sama; 

▪ Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama administrasi 

kependudukan; 

▪ Menyusun dan merencanakan kerjasama administrasi kependudukan; 

▪ Memproses administrasi kependudukan dan kelengkapannya 

▪ Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kerja sama administrasi kependudukan; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

▪ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

▪ Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengamblan kebijakan. 

 

t. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas : 

▪ Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pemanfaaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyelenggarakan  

fungsi sebagai berikut  : 

▪ Menyusun program kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 

Kependudukan; 

▪ Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan; 

▪ Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan; 

▪ Melaksanakan keseragaman tata cara pelaporan penyelenggaraan 

administrasi kependudukan; 
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▪ Memanfaatkan dan penyajian database kependudukan; 

▪ Membuat profil kependudukan; 

▪ Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

▪ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengamblan kebijakan. 

 

u. Seksi Inovasi Pelayanan 

Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas : 

▪ Melaksanakan sebagaian tugas Bidang Pemanfaaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan dalam inovasi pelayanan. 

Seksi Seksi Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut  : 

▪ Menyusun program kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan; 

▪ Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis inovasi pelayanan; 

▪ Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan; 

▪ Mendesiminasi pelayanan administrasi kependudukan; 

▪ Memfasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

▪ Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

▪ Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

▪ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

• Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 
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Ketentuan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Mimika Nomor  04 

Tahun 2017, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terdapat 

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

melaksanakan sebagian  tugas Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil  

sesuai bidang tugas keahlian dan kebutuhan.  

Kelompok jabatan tersebut yaitu : 

▪ Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang 

pendidikan terbagi dari beberapa kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya; 

▪ Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja; 

▪ Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 

 

 

A. Penetapan Kinerja 

Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mimika Tahun 2025 merupakan dokumen formal yang memuat komitmen kinerja 

organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil selama satu tahun anggaran. Penetapan 

kinerja ini menjadi bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan turunan dari dokumen perencanaan 

strategis daerah serta Renstra Dinas. 

Penetapan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan 

evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi. Dokumen ini menetapkan sasaran 

strategis, indikator kinerja, target yang terukur, serta alokasi program dan 

kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

Pada Tahun 2025, Penetapan Kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika 

difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

melalui digitalisasi dan integrasi sistem pelayanan, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan 

untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Sasaran 

tersebut diterjemahkan ke dalam indikator kinerja utama yang dapat diukur, 

seperti tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan, cakupan pelayanan berbasis digital, serta 

tingkat kerja sama pemanfaatan data kependudukan. 

Penetapan Kinerja Tahun 2025 juga menegaskan komitmen organisasi 

dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, 

memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pelayanan administrasi 

kependudukan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah 

kampung dan daerah dengan akses terbatas. 

Melalui Penetapan Kinerja ini, setiap unit kerja di lingkungan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika memiliki arah dan target 
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yang jelas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, dokumen ini menjadi dasar 

dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pada akhir tahun 

melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

Secara keseluruhan, Penetapan Kinerja Tahun 2025 mencerminkan 

komitmen Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika dalam mewujudkan pelayanan 

administrasi kependudukan yang profesional, transparan, akuntabel, dan 

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. 

 

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Mimika merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan 

fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. IKU disusun untuk memastikan bahwa 

kinerja organisasi berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat. 

Indikator kinerja utama DUKCAPIL Kabupaten Mimika diarahkan pada: 

• peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, 

• peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, 

• peningkatan pemanfaatan data kependudukan, 

• peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public. 
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IKU menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja organisasi serta evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. 

 

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) 

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mimika Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen antara Kepala Dinas dengan 

Bupati Kabupaten Mimika yang memuat penugasan, target kinerja, serta 

indikator kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini 

1 2 3 4 5 7

J ml Kepemilikan KTP

J ml W ajib KTP

J ml Kepemilikan KK

J ml Kepala Keluarga

J ml Kepemilikan KIA

J ml W ajib KIA

J ml Kepemilikan Akte Lahir

J ml Anak Usia 0-18 Thn

J ml Akte Kematian yg diterbitkan

J ml Kematian yang dilaporkan

J ml Akte P erkawinan yg diterbitkan

J ml P erkawinan yang dilaporkan

J ml Akte P erceraian yg diterbitkan

J ml P erceraian yang dilaporkan

8
S DM yang mengikuti 

D iklat/B imtek 
O rang 60

J umlah AS N yang mengikuti 

D iklat/B imtek

9
Laporan keuangan &  kinerja 

yang disampaikan
% 100

Laporan Keuangan dan Kinerja yang 

disampaikan tepat waktu

10
Indeks Kepuasaan 

Masyarakat (IKM)
% 96 NR B/Tertimbang/Unsur  X   25

11

Kerjasama pemanfaatan data 

Kependudukan (MoU/P KS ) 

dengan Lembaga/O P D/ 

Instansi P engguna

Unit 45
J umlah Lembaga/O P D/Instandi 

P engguna yang bekerjasama 

12
Dokumen P rofil kependudukan 

yang diterbitkan
Dokumen 2

J umlah Dokumen P rofil 

kependudukan yang diterbitkan

No SASARAN INDIKATOR SATUAN KET.

%

%

Meningkatnya 
Pemanfaatan 

Data 
Kependudukan

TARGET

Kepemilikan KTP -el penduduk 

usia 17 Tahun ke atas
%

Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Identitas Anak (KIA) 

yang diterbitkan

Kepemilikan akte  kelahiran 

usia 0-18 tahun

FORMULA

X  100 %

X  100 %

X  100 %

78

99

60

6

100

100

100

1

2

3

4

5

6

%

%

%

Akte Kematian yang 

diterbitkan bagi yang 

melaporkan

Akte P erkawinan yang 

diterbitkan bagi yang 

melaporkan

Akte P erceraian yang 

diterbitkan bagi yang 

melaporkan

%

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya 

SDM Aparatur, 

Kinerja dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik

7

Tercapainya 

peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil melalui 

Digitalisasi dan 

Integrasi 

Pelayanan 

Administrasi

X  100 %

X  100 %

X  100 %

X  100 %

95
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disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen 

perencanaan pembangunan daerah, Renstra OPD, serta tugas dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Substansi utama dalam Perjanjian Kinerja 

meliputi penetapan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target yang 

terukur, serta program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja. 

Pada Tahun 2025, fokus Perjanjian Kinerja diarahkan pada tiga sasaran utama, 

yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil melalui digitalisasi dan integrasi pelayanan administrasi. 

2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, kinerja organisasi, 

dan kualitas pelayanan public.  

3. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung 

pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. 

 

Sasaran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program pelayanan 

administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 

peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengelolaan dan 

pemanfaatan data kependudukan. 

Perjanjian kinerja menjadi dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan agar selaras dengan tujuan organisasi dan perencanaan 

pembangunan daerah.  

Melalui penetapan indikator kinerja yang terukur, seperti tingkat 

kepemilikan dokumen kependudukan, tingkat kepuasan masyarakat, capaian 

pelayanan berbasis digital, serta tingkat pemanfaatan data kependudukan, 

Perjanjian Kinerja menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025. 

Perjanjian Kinerja juga berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai 

keberhasilan organisasi, dasar pemberian penghargaan dan pembinaan, serta 

bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Dengan adanya 

target yang jelas dan terukur, setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan 
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika memiliki arah dan pedoman yang sama 

dalam mencapai sasaran organisasi. 

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan 

komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendukung terwujudnya 

pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 

 

D. Upaya Pencapaian IKU dan Perjanjian Kinerja (PK) 

Untuk mencapai indikator kinerja dan Perjanjian Kinerja yang telah 

ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika 

melaksanakan beberapa upaya strategis melaui Program, Kegiatan, dan Sub 

Kegiatan, antara lain: 

a. Upaya Pencapaian IKU Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil melalui digitalisasi dan integrasi pelayanan. 

Upaya dilakukan : 

Program Pendaftaran Penduduk 

• Pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el 

• Penerbitan Kartu Keluarga 

• Pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan 

• Pelayanan administrasi kependudukan berbasis kampung (jemput bola) 

Program Pencatatan Sipil 

• Penerbitan akta kelahiran 

• Penerbitan akta kematian 

• Penerbitan akta perkawinan dan perceraian 

• Pelayanan pencatatan sipil terintegrasi dengan fasilitas kesehatan 

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

• Penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

• Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

• Integrasi layanan berbasis elektronik 
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Melalui program tersebut, IKU seperti tingkat kepemilikan dokumen 

kependudukan dan tingkat kepuasan masyarakat dapat tercapai secara 

optimal. 

 

b. Upaya Pencapaian IKU Peningkatan SDM dan Kinerja Organisasi 

Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM aparatur, kinerja organisasi, dan kualitas 

pelayanan publik. 

Upaya yang dilakukan: 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

• Pendidikan dan pelatihan teknis administrasi kependudukan 

• Bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi aparatur 

• Penguatan sistem evaluasi dan monitoring kinerja 

• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan 

 

Langkah ini mendukung pencapaian indikator seperti nilai evaluasi SAKIP, 

disiplin aparatur, dan peningkatan kualitas layanan publik. 

 

c. Upaya Pencapaian IKU Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan 

Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan 

pembangunan dan pelayanan publik. 

Upaya yang dilakukan: 

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

• Kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah 

• Penyediaan data kependudukan berbasis NIK 

• Integrasi data untuk mendukung program perlindungan sosial 

• Penguatan keamanan dan validitas data 

Upaya ini mendukung tercapainya indikator jumlah instansi yang 

memanfaatkan data kependudukan serta meningkatnya kualitas perencanaan 

berbasis data. 

 

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan target kinerja DUKCAPIL 

Kabupaten Mimika Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mimika Tahun 2025 merupakan komitmen organisasi dalam meningkatkan 

akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan serta sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah. 

Dengan pelaksanaan perjanjian kinerja secara konsisten dan berkelanjutan, 

diharapkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di 

Kabupaten Mimika semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga 

mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

 

Timika, 30 Januari  2025 

 

KEPALA  DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN  MIMIKA 

 

 

 

 

SLAMET SUTEJO, S.STP, M.Si 

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19790104 199810 1 002 
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